
MANAJEMEN RISIKO HUKUM











Sumber Risiko Hukum

1. Faktor Litigasi : terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari
pihak ketiga kepada perusahaan maupun gugatan atau tuntutan
tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan
kondisi perusahaan.

2. Faktor kelemahan perikatan : Kelemahan perikatan yang dilakukan
oleh perusahaan merupakan sumber terjadinya permasalahan atau
sengketa dikemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko
hukum perusahaan. 



Sumber Risiko Hukum

3. Faktor Ketiadaan Peraturan

Ketiadaan peraturan perundang-undangan, terutama atas produk yang 
dimiliki perusahaan atau transaksi yang dilakukan perusahaan, akan
mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa dikemudian harinya
sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum.











Dalam penerapan manajemen risiko hukum, 
sebuah perusahaan perlu menerapkan:
1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.

2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 
pengendalian.

4. Sistem Pengendalian Intern.



Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
dan Direksi
• Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi wajib

menerapkan :

1. Legal governance : suatu tata Kelola yang diperlukan untuk
membentuk, mengeksekusi, dan mengintrepestasika ketentuan
peraturan dan ketentuan internal, termasukstandar perjanjian yang 
dipakai.

2. Legal consistency: keselarasan antara kegiatan dan aktifitas yang 
dilakukan dengan peraturan yang berlaku, dan tidak menimbulkan
suatu kekacauan dalam perjanjian yang telah dibuat perusahaan.

3. Legal completeness: upaya yang dilakukan korporasi agar seluruh
hal yang diatur undang-undang dapat diimplementasikan dengan
baik oleh perusahaan.



Hubungan Struktur Organisasi Fungsi 
Independen
• Fungsi independen ini bertanggung jawab dalam

mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan 
prosedur manajemen risiko hukum.

• Proses manajemen risiko hukum: 

1. Identifikasi risiko hukum

2. Pengukuran risiko hukum

3. Pemantauan risiko Hukum

4. Pengendalian risiko hukum














